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Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[u—

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

bahwa dalam rangka penyesuaian kewajiban LHKPN dan
LHKASN serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas pada Perangkat Daerah / Unit Kerja yang banyak
melakukan perjalanan dinas perlu mengubah Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
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10.

11.

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 14);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah dimaksud diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);



Menetapkan

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun
2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah:

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Tengah diubah sebagai berikut:



1.Ketentuan Pasal 1 angka 27 dan angka 28 diubah sehingga
seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

10.

11.

12.

13.

14.

Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah .

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Negeri Sipil secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Tambahan Penghasilan Pegawai PNS yang selanjutnya
disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan
kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang
PNS.

Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural
maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang
digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.

Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah
yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu
jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-
kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap
informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan
dan kelas jabatan.

Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam
satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang
menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil
program dan hasil kegiatan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan
tugas fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban.

Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan
yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas
fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang
diberikan.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan
target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.

Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang
diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena
alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak
bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)
tahun.

Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang
mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan
jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2
(dua) bulan sesudah persalinan.

Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS
yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari,
dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
dan wabah penyakit.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang bertindak dalam
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan
yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan
APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan
Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi
keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar semua aset
Administrator Negara yang tercantum dalam formulir
LHKPN yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya
disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar
harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai
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27.

28.

bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.

Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat Eselon dan pejabat lain
yang disamakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural Eselon II, Camat,
Kepala bagian Sekretariat Daerah, Eselon III pada
Perangkat Daerah tertentu, Fungsional Auditor, P2UPD,
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Direksi dan
Komisaris pada BUMD;

Wajib LHKASN adalah seluruh ASN kecuali para pejabat
yang ditetapkan sebagai Wajib Lapor Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara (Wajib LHKPN) yang terdiri dari
Sekretaris Camat, Pejabat Eselon III pada Perangkat
Daerah tertentu, Pejabat Struktural Eselon IV, dan
Bendahara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah.

2.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 16

PNS yang sedang melaksanakan perjalanan dinas,
mengikuti kegiatan kedinasan di luar kantor, mengikuti
pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis lainnya
disetarakan dengan PNS masuk kerja.

PNS yang karena kondisi tertentu tidak dapat masuk kerja
karena terjadi bencana alam dan/ atau non alam yang
ditetapkan oleh pejabat berwenang, dianggap masuk kerja
yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dan/ atau
bukti pendukung lainnya.

PNS yang sedang melaksanakan perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 10 Km
dari kantor tempat kerja diwajibkan melakukan
perekaman absensi pada saat jam masuk kerja.

PNS yang tidak melakukan perekaman kehadiran karena
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyerahkan bukti pendukung berupa :

a. Surat Tugas, Laporan Kegiatan dan tanda bukti yang
dituju.

b. Undangan.

PNS yang melaksanakan perjalanan dinas melebihi 8

(delapan) hari dalam 1 (satu) bulan maka terhadap
kelebihan perjalanan dinas tersebut berlaku ketentuan:

a. Apabila PNS yang bersangkutan tetap menerima uang
harian Perjalanan dinas, maka untuk perhitungan TPP
yang bersangkutan disamakan dengan tidak masuk
kerja.

b. Apabila PNS yang bersangkutan tidak menerima uang
Harian Perjalanan Dinas, maka untuk perhitungan TPP
yang bersangkutan disamakan dengan tetap masuk
kerja.

Ketentuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), dikecualikan terhadap PNS yang melaksanakan
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tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat
pada perangkat Daerah atau Unit Kerja yang
bersangkutan.

3.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 30

Subkoordinator dan Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan
TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling
singkat 1 (satu) bulan kalender, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung
yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat,
menerima TPPNS ditambah sebesar 20% (dua puluh
persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh.
atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;

b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau
penjabat jabatan lain, menerima TPPNS yang lebih
tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPPNS
yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan
yang dirangkapnya;

c. Pejabat/pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif
yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara
yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat
hanya menerima TPPNS pada jabatan TPPPNS yang
tertinggi; dan

d. TPP Pegawai PNS tambahan bagi Pegawai yang
merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat
dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai
Plt. atau Plh atau penjabat;

e. Pejabat fungsional dan /atau PNS yang diberikan tugas
tambahan sebagai subkoordinator diberikan TPPNS
sesuai dengan sub substansi dan /atau TPPNS kelas 9;

f. Pejabat Fungsional yang yang mempunyai tugas
subkoordinator dan merangkap subkoordinator lain
menerima TPPNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua
puluh persen) dari TPPNS yang lebih rendah pada
tugas tambahan subkoordinator yang dirangkapnya.

Dalam hal setelah terbitnya Peraturan Bupati ini, terdapat
perubahan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah maka Perangkat Daerah dimaksud tetap
diberikan TPP PNS dan disesuaikan dengan kelas jabatan
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya kelas jabatan
pada nama jabatan baru

Apabila nama jabatan belum ditetapkan kelas jabatan
dan/ atau tidak tersedianya kotak/ wadah jabatan pada
peta jabatan, TPP PNS diberikan sebesar 100 % (seratus
persen) dari nilai TPP PNS setingkat dibawah kelas jabatan
yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari
2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah

Ttd

YASIR ASROMI






